
INDIKATOR KINERJA UTAMA (2019 – 2023) 
BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM SETDA PROVINSI JAWA TENGAH 

URUSAN PEMERINTAHAN  : 
YANG DILAKSANAKAN. 
TUGAS POKOK   :  melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah,  

pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, 

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, 

pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di 

bidang infrastruktur, lingkungan hidup, kehutanan dan energi 

sumber daya mineral, ketahanan pangan, kelautan, perikanan 

dan pertanian 

FUNGSI    : 
1. Pengkoordinasian  penyusunan  kebijakan  daerah  di  bidang 

 infrastruktur, lingkungan hidup, kehutanan dan energi 

sumber daya mineral, ketahanan pangan, kelautan, 

perikanan dan pertanian. 

2. Pengkoordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah di 

bidang infrastruktur, lingkungan hidup, kehutanan dan energi 

sumber daya mineral, ketahanan pangan, kelautan, 

perikanan dan pertanian. 

3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di 

bidang infrastruktur, lingkungan hidup, kehutanan dan energi 

sumber daya mineral, ketahanan pangan, kelautan, 

perikanan dan pertanian. 

4. Pelaksanaan pelayanan administratif dan pembinaan sumber 

daya ASN di bidang infrastruktur, lingkungan hidup, 

kehutanan dan energi sumber daya mineral, ketahanan 

pangan, kelautan, perikanan dan pertanian. 

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Ekonomi 

Dan Pembangunan. 

 

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PENJELASAN 
(Formulasi Pengukuran, Tipe 
Penghitungan, Sumber data) 

(1) (2) (3) 

1. Meningkat-kan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah. 

1.1 Meningkatnya 

Sinergitas Kebijakan 

Daerah 

1) Persentase Hasil 
Rekomendasi 
Kebijakan Bidang 
Infrastruktur dan 
Sumber Daya Alam  
yang terealisasi 

 Alasan Pemilihan Indikator : 
Indikator ini dipilih untuk 
mengevaluasi rekomendasi 
usulan kebijakan yang terealisasi 
di Bidang Infrastruktur dan 
Sumber Daya Alam yang dikelola 
di Provinsi Jawa Tengah. 

 Formulasi Pengukuran : 
Jumlah usulan kebijakan yang 
dimanfaatkan pimpinan dibagi 
jumlah usulan kebijakan yang 
dihasilkan dikali 100%. 
 
 



 Tipe Perhitungan  : 
Non Komulatif. 

 Sumber Data : 
Bagian Infrastruktur, Bagian 
Lingkungan Hidup, Kehutanan 
Dan ESDM serta Bagian 
Ketahanan Pangan, Kelautan, 
Perikanan Dan Pertanian 

 OPD Penanggung jawab : 
Biro Infrastruktur dan Sumber 
Daya Alam Setda Provinsi Jawa 
Tengah. 

1.2 Meningkatnya 
Efektifitas dan 
Akuntabilitas 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah 

1) Persentase 
Keberhasilan 
Pelaksanaan Kebijakan 
Strategis Bidang 
Infrastruktur dan 
Sumber Daya Alam  

 Alasan Pemilihan Indikator : 
Indikator ini dipilih untuk 
mengevaluasi peningkatan 
kualitas pelaksanaan kebijakan 
strategis Bidang Infrastruktur 
dan Sumber Daya Alam yang 
dikelola di Provinsi Jawa 
Tengah. 

 Formulasi Pengukuran : 
Jumlah Kebijakan Strategis 
Bidang Infrastruktur dan 
Sumber Daya Alam  yang 
mencapai target dibagi jumlah 
Kebijakan Strategis Bidang 
Infrastruktur dan Sumber Daya 
Alam dikali 100%. 

 Tipe Perhitungan  : 
Non Komulatif 

 Sumber Data : 
Bagian Infrastruktur, Bagian 
Lingkungan Hidup, Kehutanan 
Dan ESDM serta Bagian 
Ketahanan Pangan, Kelautan, 
Perikanan Dan Pertanian 

 OPD Penanggung jawab : 
Biro Infrastruktur dan Sumber 
Daya Alam Setda Provinsi Jawa 
Tengah. 

 2) Persentase Capaian 
Kinerja Perangkat 
Daerah Bidang 
Infrastruktur dan 
Sumber Daya Alam 
yang dievaluasi 

 Alasan Pemilihan Indikator : 
Indikator ini dipilih untuk 
mengevaluasi capaian kinerja 
Perangkat Daerah Bidang 
Infrastruktur dan Sumber Daya 
Alam yang dikelola di Provinsi 
Jawa Tengah. 

 Formulasi Pengukuran : 
Jumlah IKU Perangkat Daerah 
Bidang Infrastruktur dan 
Sumber Daya Alam yang 
tercapai sesuai target dibagi 
seluruh Jumlah IKU Perangkat 
Daerah Bidang Infrastruktur dan 



Sumber Daya Alam dikali 100%. 
 Tipe Perhitungan  : 

Non Komulatif 
 Sumber Data : 

Bagian Infrastruktur, Bagian 
Lingkungan Hidup, Kehutanan 
Dan ESDM serta Bagian 
Ketahanan Pangan, Kelautan, 
Perikanan Dan Pertanian 

 OPD Penanggung jawab : 
Biro Infrastruktur dan Sumber 
Daya Alam Setda Provinsi Jawa 
Tengah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


